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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Uraian pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal dalam penulisan ini, yaitu: 

1. Upaya Penanggulangan tindak pidana di dunia maya yang di 

lakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ( Polda 

DIY) dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan 

represif.  

a. Secara Preventif yaitu melakukan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang bahaya content facebook dan media 

sosial lainnya. 

b. Secara represif yaitu dengan bekerja sama dengan Dinas 

Informasi dan Komunikasi DIY beserta akademisi Amikom 

dalam melakukan penganggulangan tindak pidana asusila di 

dunia maya serta melakukan kerja sama dengan pihak 

provider internet dalam menanggulangi tindak pidana 

asusila di dunia maya. 

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan 

upaya penanggulangan tindak asusila di dunia maya di wilayah 

DIY, berupa kendala internal dan eksternal.  
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a. Kendala internal yaitu Kurangnya sumber daya manusia 

(SDM) di Polda DIY yang memiliki intelejen atau 

kemampuan di bidang ITE, dan kurangnya sarana dan 

prasarana beserta anggaran dalam mmbantu melakukan 

upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya. 

b. Kendala eksternal yaitu kurangnya kepedulian dari 

Pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya yang 

ditimbulkan dari media sosial, salah satunya tindak pidana 

asusila di dunia maya dan tidak adanya kesepahaman antara 

kepolisian dan kejaksaan dalam menangani tindak asusila 

di dunia maya. 

B. Saran 

 Upaya penanggulangan tindak pidana asusila di dunia maya yang 

dilakukan oleh Polda DIY bukan merupakan tugas yang mudah dan 

diperlukan dukungan dari semua pihak. Berdasarkan hal tersebut 

beberapa saran yang dapat diajukan dari penelitian ini yaitu: 

1. Hendaknya pihak-pihak terkait yaitu pihak Dinas Komunikasi dan 

Informasi Polda DIY dan operator seluler melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan media sosial di wilayah DIY, sehingga upaya 

penanggulangan tindak asusila di dunia maya yang di lakukan oleh 

Polda DIY dapat berjalan secaran efektif. 

2. Kemampuan aparat penegak hukum dalam bidang ITE hendaknya 

dapat ditingkatkan dan perlu mendapatkan perhatian serius, terutama 
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dalam hal penguasaan pengetahuan teknologi modern, khususnya 

penguasaan software (perangkat lunak/programnya), upaya ini juga 

perlu dilakukan dalam menghadapi dan melawan segala bentuk 

kejahatan di bidang dunia maya yang meliputi  teknologi dan 

informasi yang perkembangannya semakin pesat, dan dibutuhkan 

juga koordinasi yang lebih intensif antar lembaga-lembaga negara 

yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi. 
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